PEMERINTA H KALDFQ "EN MERANGIN

PERATURAM DAERAH ‘\/\PUP/\TE‘\I MERANGIN
NOMOR /0 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang  :a.  bahwa sesuai dengan Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009
‘ 4 : tentang Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah, dan  situasi
perekonomian sekarang, Ketentuan.mengenai tarif Retribusi Pasar
sebagaimana dintur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 10 tahun 2000, sudah tidak sesaai jagi dengan perkembangan
nembangunan saat ini, maka dipandang periu ditinjou kembali dan

disesuaikan dengaa perkembangan pemerintah dewasa i

b. bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Darcrah.
Mengingat ). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat JT Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 1I Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1965 Nomior
50), dengan mengubah Undeng-undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentuken Dasrah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tanun
1956 Momar 25); '
2 Undang-undang Nomor § Fahun 1921 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Inds anesia Tzhun 198] Nomor 6,

ambahan Lembaran Negara Rep Sk {ndonesia Nomor 3209);
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*Nomor 169

“Nomor 3390):

Undang-Undeng Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Unhdang Nom

3 Tahun 1974 tentarig Pokok-pokok
Kﬁpozcx\\au.n {Lembar ra Republik Indonesia Tahun 1999
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ehe 4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20’39 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-

Nomor 504G B

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Ncmor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Repubiik ndor\ch I"lhun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali. terakhir dengan Undang-
Undang Nomer i2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemetintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemtaran
Negara Republik Indoresia Nomor 3258) scbagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indo.nesia Nomor 5145);



9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentane
g g

Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerittah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
| Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

>

1. Peraturan Dacrab Kabupaten Merangin Nomor ’I‘Q_ Tahun 2000

tentang Retribusi Pasar (Lembaran Dacrah Kabupaten Merangin

Tahun 2000 Nornor 10, Seri B)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN _
dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :
Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS!
PELAYANAN PASAR |

DAL |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

I, Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

3]

Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
3. .Bupati adalah Bupati Merangin.

4. Dinas Tata Perkotaan adalah Dinas Tata Perkotaan Kabupaten Merangin.
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6.

. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan d

Dinas Pendapatan adalzh Dinas P ndaps

palan Kabupaten Mcerangin.
Kas adalah Kas Pemcrimah-Knbupaten Merangin
-~ Onl

At & V !
C]dO 138 qdﬂudh P(,i: wal }’dng GI\JCAI JIL«S tertentu dlo]dz_—}!) pL.U'lbUSl DﬂCI‘dh gC\Ual ‘

dcngan Peratiran Perundang-undangan yang berlaku.

sar adalah tempat transaksi antara pedagang dan pembeli yang diberi batas tertentu |

yang diberi batas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan

bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk
pcdagang.

1 ndale Atas 5 el o 2
Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar befbentuk bangunan

i

memanjang tanpa dilengkapi dinding. -

dipisahkan satu dengan vang lainnya

dengan dinding pemisal: mulai dari lantei sampai dengan langit-langit yang

* dipergunakan untuk usaha berjualan,

10.

~)

Surat ketetapan Retribus

. Ruko adalah bangunan rumakh teko permanen di dalam lingkungan pasar berbentuk

bangunan memanjang yang memiiiki beberapa lantai keatas dan beberapa bangunan
kesamping i pisahkan satu dengan yang !ainnya dengan dinding pemisah serta di
pergunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal/hunian,

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Dacrah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang

pribadi atau buadan,

_Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi Pasar  yang selanjutnya dapat disebut

retribusi adalai pembayaran atas penyediaan pasilitas pasar tradisional/pelataran.los

dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerab dan khusus

disediakan uniuk pedagang tidak termasuk vang dikelola oleh pcrusahaan Daerah

(PD) Pasar.

Vajib retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang menurut peraturan perundang-
« HESRR I iCs . e

undangan rctribusi Daeral diwajibkan untuk melakukan pnmbav ran retribusi daerah.

Masa retribusi adalah jangka wakte tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasilitas paser.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Dazrah yang selanjutnva dapat disingkat SPORD
adalah surat yang dmumk in oleh wajib retribusi sebagei dusar penghitungan dan
pernbayaran retribusi  yeng terhutang  menurut peraturan perundang-undangan

reiribust Daerah.

: : e AR Sty g QUL irat keputusa
Surat ketetapen Retribus! Daerah vang dapat disingrat o 21). adalah surat keputus
. < - i e L . S b
yang menentukan besarmya J2 mhn bust yang terhutang.

] fa Nat ,l |. o3 2'
i Daerah Lebih Bayar yang scianjutnya dapat disingkat

menentukan jumiah kclebihan permbayaran

‘r«

SKRDLB adaiah surat keputusan yans
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atau tidak scharugnya terutang,

. Badan adalah scatu bentuk usaha v

retribust karens | i et o T S
ribust xarena jumlah kredit retribusy lebih besar dar ripada retribusi yang terutang

I o : Daerah vane seiamint=va Aar
. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang scianjutaya dapat disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan reteibusi dan elau sarksi adminisirast berupa bunea atau

denda.

- Surat Keputusan iKeberatar adaiah surat xeputusan alas keberatan terhadap SKRD

atau dokumen iain yang dipersamakan dan yanz diaj uk:m ole wajib retribusi.
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mehliputi perseroan terbatas . perseroan
komanditer perseroan lainnya badan usaha milik Negara atzu daerah dengan nama
dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperass yayaéan, atau
c?fganisasi yaag scjenis lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta beatuk badan

usaha lainnya.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkar dan

mengelola data® atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan

etribusi Daerah.

. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daer a\ adalal serangkaian tindakan

vang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulxan bukt vang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yarg terjndi serta menentukan

tersangka.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Depgan nama  Retribisi Pelayanan Pasar di pungut retribusi scbagal pembayaran
= ) ; f )
pembayaran ates pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa

halaman/pelataran bangunan; Jos dan atav kios dan bentuk lainnya yang dikelola

1

Pemerintah Daerah dan khusus disadiakan untuk pedagang.

Objck Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasiiitas pasar tradisional/scderhana

vang berupa Iﬂ‘drmn/pclamr bangunan, los dan atau kics seria bentuk lainnya

yang dikeloia oleh Pemen ntah Dacrah dan khosus disediakan untuk ')edaw ng.

S



Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan peayediaan fasilitas pasar vang
dikelola olel BUMN, BUMD dan pilak swast

a

d.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi a

3

au badan vang menggunakan fasilitas pasar.

" ¥ Ty 7 *
GOLONGAN RETRIBLS]
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan scbagai Retribusi Jasa Urnum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
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Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas. pasar yang
ot

digunakan.

N

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan  sasaran dalam penetapan struktur d

an besarnya tarif retribusi

. \ , in I = Caeits
dimaksudkan untuk menutup biava penyelenggaraan penycdiaan pelayanan fasilitas

¢ ! - . P 5 s T 8 . =300 45 .
pasar denpar mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspes keadtian :
(2) Biaya schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal int meliputi biaya penyusutan, biaya

unua ninjaman, biaye operasional dan pemeliharaan.
unga ninj , , _ 4




J BAB VI
: STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

& P A S\
Pasal 8

(1) Struktur  Tarif  digolongkan berdasarkan jenis fasilitas vang terdiri atas
haiaman/pelataran, los, dan atau kios, luas lokasi; dan jangka waktu pemakaian.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} digurakan untuk menentukan kelas pasar
»

(3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupl :

(4). Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing Pasar/Kios/Los

Dan lainnya (WC) ditetapkan sebagai berikut ©

a. Pasar Bawah Bangko :

|. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen)

4) Bawah Bagian Depan. oo Rp.. 550,- \//
. per M%¥har ,
. by Bagian Bawah Belakang ..o, Rp. 450,-~/
] per M*/hari ‘
' LY BAEIAN AGS:. scioowmmrinn s sisimmnr s vosenssissings snhnmunsbs Rp. 300,- per v
SE oI
M*/hari .
o «d) Bagian Atas (Los Terbuka)......ccooooiiininnn, Rp. 200.-
per M*Yhari
) Kios Pasar Lereng Non Permanen........... Rp. 250,- per L/
MPhari
. 2. Ruko Pasar Jalan Mayor Svamsudin Uban......... JRp. 0650, per M?/hari v
13, Ruko Pasar Jalan M. Daud......cooooo Rp.  650,- per Mz./‘l_mri N
4. DPasar Simpang [V (Empat) Permanen |
«a)  Bagian Atas (Lantai T Rp. 500, per M*/hari v’/_
/) Bagian Bawah Belakang......nn ~ Rp. 1.000,- per MPhari “;
/)y Bagian Bawah Depan....n. Rp. 1.300.- - per Mhari \/
d) Bagian Atas (Lantai 3. Rp.6.000.000,-per Tahun \-/

5. {Pasar Masumai (Permanen)..... oot Rp. 900, per M/han




0. Pasar Bx Pasar Terbakar Bangko

T T Rp.  950;- per \/
M¥hari: '

50,- per

&) Blok C Bagian Atas Rp. 400 per \/

M/ hari
) Blok C Bagian Bawah ... Rp. 900,- per \v"/
M hari "
@) Biok Do Rp. ™ 850 per V'
M hari
7. WC Pasar Ex. Pasar Terbakar Bangko ... Rp.  540.000,-per tahun

8. Pedagang Kaki Lima Ex. Pasar Terbakar Bangko Rp. 200, per M¥hari
9. Payung Tempat Jualan

..................................... Rp.  1.500,- per Payung/hari
10. Papan Tempat Jualan 2x2M ... Rp.  1.500,- per/hari

CAN. Pasar Marian .o Rp. 1.000,- per hari — e

+ 12, Pasar Baya Jln.Kadipan :

a) Kios PasarBaya ... Rp.  900,- per M¥hari "/
b)Los Buah-buchan ... Rp. "350,-  per M¥hari \/

I3. Pasar Parak Kelapo :
a) Kios Parak Kelapo
M*/hari
b} Los Sayur bawah..........ocoooovr Fp.  500.- per \/
M%/hari
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¢) LosIkan/ Ayam potong.......o....... Rp.  500.- per /
M hari

1) Los Daging...ccooeoooo Rp.  800.- per 7
M?/hari

h. Pasar Baru Bangko :
) 2 P \‘/
Kios Pasar Baru oo Rp. 800,-per M“/hari )
Rp. 400,-per M*/hari

N
£ L RS £ s M/l
LLOS Pasar SayUr oo Rp. 400,- per M*/hari

2. Los Pasar Ikan / Ayam Poteng

4. 08 SaYUL oo e Rp. 300,- per M2/ Mari /
5. Los Grosir Sayur o s Rp. 600,-per pctgk \/
. ; o
/(). Pasar Hartan - Rn. 500,- per hari 2 N

€

= 2n e
7. Kios Daging ... F RO Rn. 700.-per M hari 8/




¢ Pasar Rantay Panjang

. PasarHarian ... S e e Rp. 500.- per hari 2 9&’"

2. Pasaclnpres ... Rp. 400,- per M¥hari |~

3. Pasar Baru Tabie oo “Rp. 400,- per M¥hari L~

4. Pasar Ex. Marga o Rp. 350 per M¥Yhari "
= 5. Kios Pasar Semayo .. Rp. 300,- per M¥hari L~

d.Pasar Tahir Sclatap

B2 v TDnsianss A S 2 2
. Kios Pasar Ma. Delang oo Rp. 400,- per M*/hari \/

, 2. PasarMarian................. PR Rp 1.000;- per-hari -~
) ! ?’B‘g_rharx 5 #Qe

¢. Pasar Pamenang

b Pasar Harian ..o B Ry 5(?'0.—,’)erlhuri - 7
2. Los Permanen......... ... [ R 400,- per M¥/hari
5. Los-Semi Permanen............. Ry 300,- per M*hari
4. Kios Permaner Depan.... ... Rp. 90C,- per M*hari \/’

5. Kios Permanen Belakang..... ... Rp. 600,- pef M%/hari ‘t/
0. Kios Pasar Fks. Marga oo Rp. 600,- per M¥hari }/

f. Pasar Sungai Manau

. Pasar Harian ... . Rp 500,- per hari

2. Lox Pemmnérn ........................................... Rp. 250,- per M*hari
3. Los Semi Permanen... oo Rp 200,- per M*hari
4. KiosPermanen ......ocooovvenovoo Rp ‘ 400.- per M*/hari
5. Kios-Kios Permanen Lainnya.......ocooooen..., Rp. . 300,- per M¥hari

g Pasar Masurai

b Pasar Harmian o ‘Rp. 500,- per hari
\ 2/' 5
2. Los Permanen. ..o e, Rp 250.- per M*/hari
2p
3. Los Semi Permanen......ooiii Rp. 200,- per M*%/hari
{ r 4 ,-
4. Kios Permanen ..o Rp. 400,- per M*/hari
5. Kios-Kios Permanen Lainnva oo, Rp. 300,- per M*/hani
h. Pasar Muara Siau
Lo Pl BIOPIAN oo a5 ssnamnbsmmmmnnes e ssmonss e Rp. 500,- per hari
24,
2. Los Permanen......ccoocvve ooieeiiiiete Rp. 300.- per M*/hari

2 .
: 1 " 250) - - A= C
3. Los Senil Permoicl wo s e nuswee Rp. 250, per Mi*/hari




BARBIX

SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD :
2) SPAORD sebagaimana dinaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar
dan lengkap serta ditandatargani oleh wajib Retrib
dan penyampaian SPdORD

usi dan kuasanya :

tata cara pengisian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P er/j_'_m Bupati :

(3) ketentuan menganai

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Berdasarkan SpdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan
<RD atau dokumen lain yang dipersamakan

retribusi terutang dengan menerbitkan SK

(h

(2). Ketentuan le "bih larjut menganai benluk. i3i, serta tata cara penerbitan SKRD atau.

dokumen lain v ng dinersamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bnpati

BABXI

TATA CARA PEMUNGUTAN

4

‘Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak boleh divorongkan dan dipungut dengan menggunakan

SKRD atan dukumen i4in yang dipersamakan;

) Masil pungutan retribusi sehagaimana dimaksud pada avat (10 disetor secara bruto ke

kas dasrah;
7 (3) Ketentuan lebih lanjut mmenganai tata cara pemurngutan retribusi sebagaimana

r denpan Peraturan n Bup: aU

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratus

JERE




3AB Xy
TATA CARA PEMBAYARAN

\ : Pasal 15
(1) Pembi  -an Retribusi ving ter sang harvs dilunasi sekaligns;
(2) Retrit vang terutany dilur. i sclambat-lambatnya 15 (Jima belas hari) sejak

fiterbiikannya SKRD st dokumen lain yang dipersamakan.
(3) | asii pemuninean oibusi merupakan pendapatan dacrah yang hafus distorkan
-cara bruto e ok Daerah.,

>

pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
—

—~
o~
"2

.eten’ cngenal tata cara

il ¥ e : yyeo Vet
retribuss diatur dengan Peraurar busati.

j Pembavarin retribusi dilokukan di kas atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati

gan menggunakan SKR D dan S TRD:

(2 iam hal pembayaran dukukan ditempat lain va

u waktu yang ditentukan den

ng ditunjuk, maka hasi) retribusi

¥

-us disetor ke kas selambat-lambatnyz 1x24 jam atau waktu yang ditentukan oleh

Bup

/

>l

Pasa
(1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memnui:i persyatatan vang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepaca wajib retribusi untuk mengansur retribusi
dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembavaran retribusi sampai‘batas waktu
vang ditentikan dengan dikenakan bunga 2% 9dua persen) setiap bulan;

(2) Kerentuan lebih lanjut menganai persyaratar untuk dapr_u mengansur dan tau

menunda pernbayaran sebagaimana dimksud pada ayat (1) diatur dengan I’ faturar
' .l,u atl.
—
.‘3&1‘7(1‘! ]':.
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ia bukti pembayaran dan dicatat dalam
! ' SR
huku penering,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beniuk, jenis, isi, ukurar buku dan bukti pembayaran

ditctapkan m‘nu"'z Peraturan Bupati.

e
BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

(1) Atas keiebihan pembayaran retiibusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

peagembalian kepada Bupali:




(3)

(4)

(1

(2)

- Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnva menvebutkan ;

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

&F

5. Masa retribust;

c. [Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau

d. Alasan yang singkat dan jelas.

Bupati dalam jangka waktu 'paling lama 6 (enam) bulan scjak diterimanya
permohonan pengembalian keiebiban pembayaran retribusi retribusi harus memberi
keputusan; )

Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkanherus diterbitkan
SKRDLB alam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya

permichonan.
Pasal 20

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran
retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
retribusi tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribust dalam jangka waktu paling lama 2
(dna) bulan sejak diterbitkan SKRDLE; dan/atau

Apabila perngembalian kelebthan pembayaran retribusi dilakukan setclah lewat

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. RBupati memberikan imbalan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

_retribusi.
Pasal 21

Pengembalian kelebihan - refribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi;

Apabila kelebihan pembayaran rctribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi
lainnya scbagaimana dimz_lksud.dn!am Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan
dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku scbagai bukti

nembayaran.



BAB X1V
TATA CARA PENAG'HAN

Pasal 22

(1) .Pcnagihan retribusi terutang dilakukan  dengan menggunakan STRD dengan
didahului Surat Teguran.

(2) Surat Teguwran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan sclama 30 (tiga phluh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran.
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(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sctelah Surat Teguran W-ajib Retribusi
harus mielunast retribusinya yang terhuteng.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat
lain yang ditunjuk. .

(5) Ketentuan menganai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peratuan Bupati.

Pasal 23

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang disamakan,
STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang
meneyebabkan jumlah retribuis yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau
kurang dibayar oleh wajib retribuis tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat
paksa. .

(2) Pcnagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat maengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atav dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDLB.

(2) Keberatan diajuk':m secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-
‘alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan dan ketetapan Retribusi secara

jabatan wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi

tersebul.
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\eheratan harus diajukan dalom jangka waktu paling iama 2(dua) bulan sejak

tanggal SKRD: atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLE diterbitkan

: e : . S
kecuali apabila wajio retribusi tertenta dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan difuar kekuasaannya.
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Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan (3) tidek dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbarigkén.

Pcngajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

) Bupati dalam jangka waktu paiing lama 6 (¢nam) bular scjak tanggal surat keberatan

diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau
menambah besarnya Retripusi vang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan

Kepala Daerah tidak .member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabuikan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Atas kelebihizn pembayaran retribusi wayib Retribusi Aapat mengajukan permohonan
pengembalikan kepada Bupat

Bupati daiam jangka wakiu paling lama 6 (cnam) bulan scjak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus

memberikan keputusan.

) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud avat (2) pasal ini telah dilaporkan

kepada Bupati dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan péngembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainn}’:x kelebihan I’vcmbayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud avat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dabulu hutang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada au.t( diakukan

dalam jungka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.



. _ : (6) Apabila pengembalian keiebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat

waktu 2 ‘dua) bulan Bupati memberikan irabalan bunga sebesar 2% (dua persen)

scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Ret ribusi :
Pasal 27

| (1) Permohonan 'pcngem?miian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : |

2. Nama dan alamat wajib Retribusi :

b. Masa Retribusi :

c. Besarnya kelebihan pembayaran

d. Alas an yang singkat dan jclas :
(2} Permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara

fangsung araw melaiui pos tercatat

(3) Bukt pcncrimaan oleh pejabat yang berwenang atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupalti
irasal 2!

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
membayar kelebihan Retribusi
(2) Apabila kclebihan pembayaran Retribusi diperivitungkan dengan utang retribusi
lainnva schapaimana dimaksud daiam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan
8 & 1 J J
. dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai
g I J g

bukti pembayaran :

BAB XVil
PENGURANGAN. KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pemnbebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan denyan memperhatikan kemampuan wajib Rztribusi.
(3) TatG cara pengurangan. keringanon dan pembebaesan retribusi ditetapkan

oleh Bupal!




BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang ‘khusus ‘sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana diamksud

dalam Undang-un»dang Nomaor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dizmksud paca ayat (1) adalah :

3)

a.

Menedrna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar‘
keterzngan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuakn
sehubungan dengan tindak pidana retribusi caerah; ‘

Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungah denagn tindak pidana dibidéng retribusi daerah:

Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dbkumen lain-
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribuéi daerah;

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan.

_Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan oukti tersebut;

Meminta bantuan {enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang

r,etri‘busi daerah;

Menyuruh -berhenti, melarang seseorang meninggalkan. ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas.orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaix.h'ana dimaksud
pada huruf a; |

Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah; | |
Memanggil orang untuk di dengar keteranvgannya dan diperiksa
sebagaimana tersangka atau saksi

Menghentikan penyidikar;

_ Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana  dibidang  retribusi  menurut  hukum  yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut:umum, sesuai dengan’

ketertuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor, & Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. :

|



- \B XVIii
: TATA CARA P"\‘('H APUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 30
(1) Hokx wuntuk meiakukan Penapthan  retrihusi dinvatekan  kedaluwarsa  setelah
melampaut waktu 3 (tiga) tshun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi seha

jika:

aimana dimaksud pada dyat (1) tertangguh
e
a.  Diterbitka Surat Teguran atau surat paksa; atau
b.  Ada pengakuan utang retribust dari wajih retribusi, baik langsung
naupun hdak langsung.
(3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimanra dirmks'tixd pada ayat (2) huruf
a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimarya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana drmmud pada ayat (2)
hurul" b adalah wajib retribust dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Dacrah.
(5) Pengakuan atang retribusi secaca tdak lengsung sebagaimana dimaksud ayat (2)
nuruf b dapat diketahui dari pergejuan germohonan angsuran atau penundaan

embavaran dan permohonan keberatan oleh waiib retribust
J 1)

Pasai 31
(H P mmw7 retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluarsa aapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan penghapusan pivtang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa
dengan keputusan Bupati.
(3) Ketentuan  menganai  tata cara penghapusan  piutang - Retribusi yang  sudah

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKS| ADMNISTRAS!

Pazal 32

02
(#7]

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidek mempayar tepat pada waktunya atau
kurang membavyar, dikenakan sarksi administratif berupa bunga sebesar 2
(dua perser) setiap bulan pokek retribusi yang teritang dan ditagih denga

menggunakn STRD.




8AB XXI
SANKSI PIDANA
Pasal 34

(1) Wajib retribusi yang tidak malaksanakan kewajinannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
kurungan atau pidan adenda paling banyak 3 (tiga)._kali jumlah Retribusi
terutang vang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagairﬁana'dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda secbagaitnana dimaksud pada ayat (K)rnerdpakan penerimaan

—

negara.

o

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Pada saat Peraturan Dacrah ini mulat berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 09 tahun 2004 entang Retribusi Pelayanan Pasar (letnbaran Daerah Kabupaten

Merangin Nomor 4 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar sctiap orang' dapat mengetahuinya, Memerintahkan —Pengundangan' Peraturan
Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupateniMerangin.

Disahkan di Bangko

-

Pada tanggal ¢ - £ - 2011

BUPATI MERANGIN

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2011

Sekretaris Dacraih Kabupaten Merangin
Wﬁo/

A. KHAFID MOREIN

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip.19610619 198403 1 002

[Lembaran Dacrah Kabupaten Mzrangin Tahun 2011 Nomer |C
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